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ABSTRAK

: Bahwa ruang wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di

dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnya, dan untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang
dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan
keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat
memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus
dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan
pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan
ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Sejalan dengan
perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dirasakan adanya
penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip
keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan
penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan
wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga
pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan
antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan
pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan
perkembangan yang terjadi di masyarakat.

- Dasar hukum peraturan daerah ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan
Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota; dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- Peraturan daerah ini mengatur mengenai pengertian ketentuan umum, ruang lingkup dan
fungsi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur



ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, kawasan strategis kota, Arahan
pemanfaatan ruang wilayah kota, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kota, kelembagaan, hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang,
peninjauan kembali, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan
penutup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang
sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.



